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PENGARUH PROGRAM SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PRIBADI 

DI KPP PRATAMA SURAKARTA 

Oleh: 

Anna Lisa Maharani 

 

ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sunset Policy terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak, inti dari 

program Sunset Policyadalah adanya pengampunan pajak (tax amnesty). 

Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan 

membayar (willingness to pay) pajak dari wajib pajak. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau 

kuisioner terhadap 91 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang 

terdaftar di KPP PRATAMA SURAKARTA. Tenik pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling. Dari teknik tersebut 

didapatkan sampel berjumlah 100. Jumlah sampel ymg diolah dan dianalisa 

berjumlah 91 kuisioner.data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program  Sunset Policy memberikan 

pengaruh positif terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan 

Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas 

Efektivitas Sistem Perpajakan. Kebijaan sunset policy ini direspon secara positif 

oleh wajib pajak, yaiyu dengan semakin meningkatnya kemauan membayar pajak. 

hal ini berarti harapan terjadinyapenerimaan pajak yang signifikan dari adanya 

dari adanya kebijakan ini bukanlah sesuatu yang mustahil. 

 

Kata kunci : Sunset Policy, Kesadaran Memebayar Pajak, Pengetahuan dan 

Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik 

atas Efektivitas Sistem Perpajakan. 

 

PENDAHULUAN 

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ketahun, 

senantiasa memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikan 

penerimaan pajak kepada Negara. Tindakan tesebut sangat rasional, karena pada 

kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta 

jumlah usaha masih sangat kecil, di samping itu, tahun-tahun yang akan datang 

pajak akan diproyekan menjadi salah satu pilar utama penerimaan Negara secara 

mandiri (Soeprapto, Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001:8). Hal tersebut tidak 

dapat dipungkiri karena pada dasarnya membayar pajakakan menciptakan bangsa 
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yang mandiri dimana dengan pajak ini, laju pembangunan dapat ditopang tanpa 

harus menggantungkan diri terhadap pinjaman luar negeri. 

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, 

disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari 

para wajib pajak itu sendiri. Sedangkan kemauan membayar pajak dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, 

pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak 

(Devano dan Rahayu, 2006). Selain itu juga didukung oleh pengetahuan tentang 

pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan terhadap kemudahan dalam 

pelaksanaan sistem pajak. 

Sesuai sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut sistem self 

assessment  menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada 

kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya ( Widayati dan 

Nurlis, 2010).Sebagai upaya dalam melakukan terobosan khususnya dalam 

penggalian potensi perpajakan, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal 

Pajak tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang 

secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu 

dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan Sunset Policy. 

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak 

berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun Pasal 37A Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi 

Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 

Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang 

masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka 

waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas 

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur 

dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi 
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Wajib Pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya Undang-

Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas paja yang tidak atau 

kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

dan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang 

menyatakan bahwa Syarat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak 

benar atau menyatakan lebih bayar ( Rantung dan Adi, 2009). 

Tax amnesty adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk 

membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan 

pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi 

administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan 

pidana. Sunset Policy sebenarnya merupakan merupakan tax amnesty dengan 

tingkat yang paling rendah.Sunset policy hanya memberikan penghapusan atau 

pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus 

dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang 

pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak 

yang mendapat fasilitas sunset policy. Pemberian fasilitas ini juga dibatasiselama 

satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan (Suryani dan Anwar 2010). 

Dapat disimpulkan bahwa sunset policy memiliki dua substansi penting, yaitu 

penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan 

sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. 

Diharapkan dengan adanya kebijakan sunset policy ini dapat menstimulus 

atau meningkatkan kemauan dan kesadaran wajib pajak untuk  membayar pajak, 

baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran 

pajak selanjutnya. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

1. Sunset Policy 

Rantung dan Adi (2009) memaparkan Sunset Policyadalah fasilitas 

penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur 

dalam Pasal 37A Undang-Undang No.28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2007). 

Program Sunset Policy memberikan kesempatan untuk masyarakatagar 

bisa memulai kewajiban perpajakannya dengan benarmelalui pembetulan SPT 

Tahunan PPH. Sunset Policy dibelakukan dalam jangka waktu terbatas dan 

merupakan bagim dari pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan 

Indonesia. 

Menurut Bako (2004), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. 

Pertama, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan tax ratio 

(penerimaan pajak). Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, 

pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi 

aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib 

pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan 

penerimaan pajak bisa lebih optimal. 

Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, program Sunset 

Policy memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Tetapi, wajib 

pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakan sanksi atas 

ketidak pemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena program Sunset Policy 

diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak 

yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib 

pajak baru. 

2. KemauanMembayar Pajak (Willingnes to Pay Tax) 

Ada dua sub konsep yang dikembangkan dalam kemauan membayar 

pajak yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep 

kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana 

seseorang rela untuk membayarkan, mengorbankan atau menukarkan sesuatu 

untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). 
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Kedua, konsep pajak. Menurut Taylor (Waluyo, 2007) pajak merupakan 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha 

(menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-

pengeluaran umum. 

Sementara menurut Soemitro (1965) pajak merupakan iuran kepada kas 

negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. 

Kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, 

persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, 

persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam 

pelaksanaan sistem pajak. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak 

kebijakan sunset policy terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar 

pajak itu. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai 

berikut : 

a. Kesadaran Membayar Pajak 

Indikator pertama adalah kesadaran membayar pajak oleh wajib 

pajak. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009) menguraikan 

beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak 

untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait 

pembayaran pajak. 

Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi 

dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib 

pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari 

pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk 

pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. 

Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan 

pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau 

membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak 
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dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya 

finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.  

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang 

dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran 

pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan 

kewajiban mutlak setiap warga negara. 

b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan 

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan 

peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-

syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah (1) wajib pajak harus 

memiliki NPWP dan (2) wajib pajak harus melaporkan SPT.  

Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan 

membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, 

wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau 

membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak 

untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP 

selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak. 

c. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan 

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak 

terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya 

menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat 

mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. 

Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak 

memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. 

Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak 

mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. 

Kedua, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan 

dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, 

didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar 

pajak akan dikenakan sanksi.  
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Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah 

satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. Penelitian 

yang dilakukan oleh Cummings dan Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 

2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang 

dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan 

pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk 

didalamnya. Keempat, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan 

pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak 

psikologi yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan 

berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi 

wajib pajak untuk mau membayar pajak. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian bersifat empiris yaitu penelitian diperoleh dari percobaan, 

penemuan, berdasarkan pada pengalaman dan pengamatan yang telah dilakukan. 

Penelitian ini menggunakan data primer. Yang diperoleh dari wawancara dan 

penyebaran kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan metode pengumpulan 

data yang memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab responden.dalam 

penelitian ini kuesioner bersifat tertutup dalam arti bahwa pihak peneliti 

menyediakan alternative jawaban sehingga responden hanya tinggal memilih 

jawaban.  Dalam pengambilan data  penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak  

pribadi di Kota Surakarta. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Surakarta dengan 19Februari 2013 berjumlah 76.907 wajib pajak. 

(database KPP Pratama Surakarta).Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 76.907 

dan dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (e) 0,1 penelitian ini menggunakan 

100 sampel. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana karena 

analisis regresi ini menggunakan satu variabel independen (X) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini berguna untuk mengetahui arah hubungan antara 



8 
 

variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala 

interval atau rasio.Uji regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk 

menghitung pengaruh sunset policy terhadap kesadaran membayar pajak, 

pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas 

efektifitas sistem perpajakan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier, yaitu untuk mengetahui pengaruh program sunset policy terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Perhitungan uji hipotesis 

dengan metode regresi linier yang hasilnya dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 1 

Hasil Analisis Regresi Sederhana 

 

Persamaan Regresi F Adj. R
2 

Hasil 

KMP = 6,131 + 0,239SP 

         (5,388)*   

29,030 

(p= 0,000) 

0,237 H1 diterima 

PPP = 14,616 + 0,137SP 

         (2,476)* 

6,129 

(0,015) 

0,054 H2 diterima 

PSP = 10,400 + 0,188SP 

         (3,560)* 

12,674 

(0,001) 

0,115 H3 diterima 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2013 

Keterangan: *= nilai thitung diterima pada taraf signifikan 5% 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh program sunset policy 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib 

Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas 

dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran 

yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa 

silam, dan kemungkinan masa depannya. 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) dengan analisis 

regresi linier untuk pengaruh program sunset policy terhadap kesadaran 

membayar pajak. Berdasarkan hasil perhitungan tentang pengaruh program 

sunset policy terhadap kesadaran membayar pajak diperoleh nilai thitung sebesar 

5,388 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p < 0,05, maka H1 diterima, 

artinya program sunset policy berpengaruh signifikan terhadap kesadaran 

membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. 

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran 

membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. 

Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, 

kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang 

pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar 

pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. 

Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran 

pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak 

mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak 

dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya 

finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. 

Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat 

dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari 

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap 

warga negara. 

Pengaruh Sunset Policy terhadap Kesadaran Membayar Pajak dapat 

dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi Sunset 

Policy terhadap beberapa indikator kesadaran membayar pajak. Substansi 

pertama adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum 

memiliki NPWP. Substansi kedua adalah penyampaian dan pembetulan SPT 

yang salah. Substansi ketiga adalah Penghapusan sanksi administrasi atas 

kurang bayar pajak. Dan substansi keempat adalah intensitas penundaan 

pembayaran pajak. Keempat substansi-substansi tersebut diharapkan dapat 

mengurangi penilaian negatif dan mendorong kesadaran wajib pajak dalam 

membayar pajak. 
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Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Tatiana Rantung (2009) 

dalam penelitian mengenai “Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, studi pada Wajib 

Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga” menemukan 

bahwa program Sunset Policy berpengaruh signifkan terhadap Faktor-faktor 

yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. 

2. Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Pengetahuan dan Pemahaman akan 

Peraturan Perpajakan 

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak 

tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) dengan analisis 

regresi linier untuk pengaruh program sunset policy terhadap pengetahuan dan 

pemahaman akan peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil perhitungan tentang 

pengaruh program sunset policy terhadap pengetahuan dan pemahaman akan 

peraturan perpajakan diperoleh nilai thitung sebesar 2,476 dan p-value sebesar 

0,015. Karena nilai p < 0,05, maka H2 diterima, artinya program sunset policy 

berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 

perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. 

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan 

memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib 

pajka yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk 

memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. 

Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai 

wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami 

kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah 

satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman 

mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap 

peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak 

terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan 

mereka.Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan 

menjalankan kewajibannnya dengan baik. Keempat, pengetahuan dan 

pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan 

memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong 
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wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. 

Kelima adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan 

melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang keenam bahwa wajib 

pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan 

yang mereka ikuti. 

Pengaruh Sunset Policy terhadap Pengetahuan dan Pemahaman 

terhadap Peraturan Perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh 

masing-masing substansi. Substansi pertama adalah penegakan hukum pajak 

(lau tax enforcement). Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, 

penyidikan dan penagihan pajak. Substansi kedua adalah Kepemilikan NPWP, 

yang didaftarkan sendiri secara sukarela. Dan substansi ketiga adalah 

Pelaporan dan Penyampaian SPT. Substansi-substansi tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena dengan 

pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, hukum pajak 

dapat dengan tegas terlaksana. 

Hasil penelitian konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Trisni Suryarini (2010) dalam penelitian mengenai “Dampak 

Kebijakan Sunset PolicyTerhadap Kemauan Membayar Pajak pada KPP 

Semarang Barat” menemukan bahwa program Sunset Policy berpengaruh 

signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. 

3. Pengaruh Program Sunset Policy terhadap Persepsi yang Baik atas Efektifitas 

Sistem Perpajakan 

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, 

pengintepretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga 

merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri 

individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kualitas,kuantitas dan waktu ) telah tercapai.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) dengan analisis 

regresi linier untuk pengaruh program sunset policy terhadap persepsi yang 

baik atas efektifitas sistem perpajakan. Berdasarkan hasil perhitungan tentang 

pengaruh program sunset policy terhadap persepsi yang baik atas efektifitas 

sistem perpajakan diperoleh nilai thitung sebesar 3,560 dan p-value sebesar 

0,001. Karena nilai p < 0,05, maka H3 diterima, artinya program sunset 
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policyberpengaruh signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektifitas 

sistem perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. 

Hal–hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat 

ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem 

pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib Pajak dapat melaporkan pajak 

secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang 

memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan 

kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan 

di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat 

adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui 

internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib 

Pajak terdatar. Dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat 

dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan 

memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. 

Pengaruh Sunset Policy terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas 

Sistem Perpajakan dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-

masing substansi. Substansi pertama adalah kesesuaian jumlah penghasilan 

yang diperoleh dengan jumlah pajak yang dibayarkan dan tidak memberatkan 

wajib pajak. Substansi kedua adalah keadilan pelaksanaan sanksi-sanksi pajak. 

Substansi ketiga adalah ketepatan pemanfaatan pajak. Dan substansi keempat 

adalah pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Substansi-substansi tersebut 

diharapkan dapat mengurangi kesan negatif terhadap efektivitas sistem 

perpajakan dan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Mira Novana Ardiani (2010) dalam penelitiannya 

mengenai “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak (Studi Kasus di KANWIL Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya)” 

menemukan bahwa program Sunset Policy tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh program sunset policy 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada Wajib 

Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta dapat ditarik simpulan: 

1. Pengaruh program sunset policy terhadap kesadaran membayar pajak 

diperoleh nilai thitung sebesar 5,388 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p < 

0,05, maka H1 diterima, artinya program sunset policy berpengaruh signifikan 

terhadap kesadaran membayar pajak pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP 

Pratama Surakarta.. 

2. Pengaruh program sunset policy terhadap pengetahuan dan pemahaman akan 

peraturan perpajakan diperoleh nilai thitung sebesar 2,476 dan p-value sebesar 

0,015. Karena nilai p < 0,05, maka H2 diterima, artinya program sunset policy 

berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman akan peraturan 

perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. 

3. Pengaruh program sunset policy terhadap persepsi yang baik atas efektifitas 

sistem perpajakan diperoleh nilai thitung sebesar 3,560 dan p-value sebesar 

0,001. Karena nilai p < 0,05, maka H3 diterima, artinya program sunset policy 

berpengaruh signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektifitas sistem 

perpajakan pada Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi pemerintah untuk dapat mengadakan lagi  program sunset 

policy sehingga tingkat kemauan wajib pajak dalam membayar pajak semakin 

mengalami peningkatan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas jangkauan penelitian 

dengan lebih menambahkan sampel penelitian serta variabel-variabel yang 

lain yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. 
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